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II. TINJAUAN  PUSTAKA 

  

 

 

A. Pengertian Umum Korupsi 

Korupsi berasal dari kata latin “Corruptio” atau “Corruptus”, dalam bahasa 

Prancis dan Inggris disebut “Corruption”, dalam bahasa Belanda disebut 

“Corruptie”.
15

 Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-

kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Kehidupan yang buruk didalam 

penjara misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala 

macam kejahatan terjadi disana. 

Istilah “korupsi” yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa 

Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia : “ Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok dan sebagainya “. Pengertian korupsi secara harfiah itu 

dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu 

istilah yang sangat luas. Seperti disimpulkan Encyclopedia Americana, korupsi itu 

adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam artinya, bervariasi menurut 

waktu, tempat dan bangsa. 
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 Adami Chazawi,. 2005.  Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia, 

    Malang.   hal.1 
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Vito Tanzi sebagaimana dikutip oleh Chaeruddin menyebutkan bahwa ada tujuh 

jenis-jenis korupsi yaitu :  

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara 

seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.  

2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan 

pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau 

orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.  

3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan 

investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.  

4. Korupsi nepotisik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik 

dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi 

keluarga dekat  

5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat 

mendapat keuntungankarena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam 

(insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya 

dirahasiakan.  

6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi 

intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan  

7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka 

mempertahankan diri dari pemerasan. 

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai 

dengan Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
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Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang 

yang berarti orang perseorangan atau korporasi. 

Bila diperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 

1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi 

ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif. 

Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi 

dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. 

Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima 

pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan kewajibannya. 

B. Ciri dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi 

UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 menentukan 

34 macam perbuatan sebagai TPK sebagai bentuk-bentuk dari tindak pidana 

korupsi. 

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, 

kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah sejak lama dikaji secara kritis oleh para 

ilmuwan dan filsuf. Filsuf Yunani, Aristoteles, yang diikuti oleh Machiavelli, 

misalnya, sejak awal sudah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi 

moral (moral corrupt). Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk 

penyimpangan konstitusi, sehingga para penguasa rezim --termasuk dalam sistem 
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demokrasi-- tidak lagi dipimpin oleh hukum dan tidak lagi melayani kepentingan 

rakyat, tetapi tak lebih hanya berupaya melayani dirinya sendiri.
16

 

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius. Alinea pertama Penjelasan 

Umum UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention 

Against Corruption, 2003 menyatakan: ”Tindak pidana korupsi merupakan 

ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi 

transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa 

Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik 

dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-

langkah pencegahan tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif 

diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama 

internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana 

korupsi.
17

 

Korupsi di manapun dan kapanpun selalu memiliki karakteristik (ciri khas). 

Beberapa karakteristik Korupsi, antara lain:
18

 

1. Melibatkan lebih dari satu orang,  

2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota 

birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta,  

                                                 
16

 Semma, Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 32. 
17

 Djaja, Ermansjah. 2008. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3-4 
18

 Karakteristik Korupsi. http://tipikor99.wordpress.com.akses (19/03/2014) 

http://tipikor99.wordpress.com.akses/
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3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam 

tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau 

benda atau pun wanita,  

4. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya,  

5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak 

selalu berupa uang,  

6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan 

publik atau masyarakat umum,  

7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 

pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat,  

8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang 

dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang 

bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan. 

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah ”tidak dipidana jika tidak 

mempunyai kesalahan”(Geen straf zonder schul; Actus non facit reum nisi mens 

sit rea). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis akan tetapi dalam hukum 

yang tertulis di Indonesia berlaku. 

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.
19

 Setelah melihat Asas 

diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan 

bersalah. Menurut pendapat Moeljatno; 
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 Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Angkasa.     

    Jakarta.hal.126 
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”Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan 

perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu 

kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu 

mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus 

menghindari untuk perbuatan demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut 

memang sengaja dilakukan”.
20

  

Kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana: 

1. Adanya keadaan psycis (batin) tertentu 

2. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan 

perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. 

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalh 

kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk 

menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan 

pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal. Menurut Van 

Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:
21

 

”Kemampuan bertanggungjawab adalh suatu keadaan normalitas psychis dan 

kemampuan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan; 

a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri. 

b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan itu menurut pandangan 

masyarakat tidak diperbolehkan. 

c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu. 

                                                 
20

 Moeljatno, 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, hal 157 
21

 Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1.Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum  

    Universites Diponegoro, hal 93 
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Menurut Simons yang menerangkan tentang mampu bertanggungjawab adalah: 

1. Jika orang itu dapat menginsyafi itu perbuatan yang melawan hukum. 

2. Sesuai dengan penginsyafan untuk dapat menentukan kehendaknya . 

Pendapat Simons dan Van Hamel tersebut dapat dikatakan untuk adanya 

kemampuan bertanggungjawab harus adanya: 

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk, yang sesuai hukum dann yang melawan hukum. 

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan tadi. 

Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, dia tidak mempunyai kesalahan 

melakukan tindak pidana. 

D. Pengertian Penyertaan dan Pertanggungjawaban Para Pelakunya 

Penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau 

dengan kata lain pelaksanaan ada dua orang atau lebih mengambil sebagian 

untuk mewujudkan suatau tindak pidana.
22

 (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982 : 

336). 

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam 

hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan tindak pidana, mungkin jauh 

sebelum terjadinya (merencanakan), dekat sebelum terjadinya (menyuruh atau 
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menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan), saat terjadinya (turut 

serta, bersama-sama melakukan), setelah terjadinya tindak pidana 

(menyembunyikan pelaku/hasil tindak pidana). 

Ternyata dalam Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas 

hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 yang pada 

garis besaranya bentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan pembantu 

(Pasal 56 dan 59). Pembagian Penyertaan menurut KUHP Indonesia, ialah : 

1. Pelaku (Pleger) 

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi 

perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. 

2. Orang yang menyuruh lakukan (Doenpleger) 

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang 

lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada 

dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), dan 

pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis). 

Unsur-unsur pada doenpleger adalah: 

a. Alat yang dipakai adalah manusia; 

b. Alat yang dipakai berbuat; 

c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak apat 

dipertanggungjawabkan adalah: 

a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44) 
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b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48) 

c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2)) 

d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik 

e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan. 

Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur maka tetap 

mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak. 

3. Orang yang turut serta (Medepleger) 

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau 

turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing 

peserta tindak pidana adalah sama. 

Syarat adanya medepleger : 

a. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk 

bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang. 

b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik 

tersebut. 

4. Penganjur (Uitlokker) 

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu 

tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-

undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau 

penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 (1) 

angka 2). Penganjuran (uitloken) mirip dengan menyuruhlakukan (doenplegen), 

yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya 

terletak pada: 
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a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) 

yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan 

menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan. 

b. Pada penganjuran, pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan, sedang 

dalam menyuruhkan pembuat materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Syarat penganjuran yang dapat dipidana: 

a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain 

b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP 

c. Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena upaya-upaya 

tersebut. 

d. Pembuat materiil melakukan / mencoba melakukan tindak pidana yang 

dianjurkan 

e. Pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan Penganjuran yang gagal 

tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 bis KUHP. 

5. Pembantuan (Medeplichtige) 

Sebagaimana disebutkan alam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis: 

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya 

tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut serta), 

namun perbedaannya terletak pada: 

1. pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, 

sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. 

2. pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa 

disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan 

sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja 
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melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai 

tujuan sendiri. 

3. pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), 

sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana. 

4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang 

bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama. 

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran 

(uitlokking). Perbedaannya pad niat/kehendak, pada pembantuan kehendak 

jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh 

pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan 

pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur. 

Setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh beberapa orang jadi pada setiap 

tindak pidana itu terlibat lebih dari seorang pelaku yang berarti terdapat beberapa 

orang yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana itu diluar seorang pelaku. 

Dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu straafbaarfeit atau delicti 

terdapat:  

“ apabila dalam  suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. 

Prof. Van Hamel mengatakan ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu 

ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang 

menurut rumusan undang-undang dapat dilakukan oleh seorang secar sendirian, 



28 

 

akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam 

suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis maupun materiial ”.
23

 

Istilah deelneming adalah istilah yang digunakan oleh negara Belanda. Oleh 

karena Negara kita adalah bekas jajahan Negara Belanda, maka kita juga 

menggunakan istilah deelneming seperti yang terdapat dalam “Wetboek van 

Strafrecht (WvS)” yang diterjemahkan menjadi “Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana”. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal-pasal 

mengenai penyertaan terdapat pada Buku I dan Buku V yaitu Pasal 55 dan Pasal 

56 KUHP. 

Penyertaan diartikan sebagai perbarengan kejahatan dimana terdapat beberapa 

pihak yang menjalankan suatu kejahatan yang memiliki pertanggungjawaban 

pidana yang berbeda. Harus dibedakan antara seseorang yang menyuruh dan 

orang yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan (uitlokker) 

terhadap yang digerakkan (uitgelokte) : hubungan antara seseorang dengan orang 

lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan tindak pidana, dengan 

seseorang yang dibantu dengan orang lain yang melakukan kejahatan. 

Pasal 55 KUHP menentukan : 

a) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: 

1. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan yang turut serta 

melakukan perbuatan; 
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2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman, penyesatan atau dengan memberi kesempatan, keterangan, 

sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. 

b) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah 

yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. 

Pasal 56 KUHP menentukan:  

Dipidana sebagai pembantu (medelictgheid) sesuatu kejahatan : 

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 

2. Mereka sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan. 

Pasal 56 KUHP pembantu terdiri dari : 

1. Membantu saat melakukan kejahatan 

2. Membantu sebelum kejahatan dilakukan 

Perbedaan antara hubungan para pelaku peserta tersebut adalah sangat penting 

karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku 

peserta diperbedakan secara jelas tergantung erat tidaknya hubungan-hubungan 

itu. Pertanggungjawaban pidana dari dua orang atau lebih yang bersama sama 

melakukan suatu tindak pidana adalah sama tapi sanksi pidana yang dijatuhkan 

antara pelaku (utama) dengan yang membantunya tidak sama. 

E. Dasar Pertimbangan Hakim  

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu 

kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.  

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan Hakim 

untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim 

harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan 

yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori 

para Hakim akan melihat “Konsep-konsep keadilan yang telah baku”. Konsep 

keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani 

Kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama 

(cardinal virtue). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang 

mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang 

lainnya. Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filusuf 

Yunani Kuno, yaitu Plato (427-347 sebelum Masehi) yang dalam bukunya 

Republic (terjemahan bahasa Inggris, Book IV, Section 12) mengemukakan 

adanya 4 kebijakan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (wisdom), 

ketabahan (courage), pengendalian diri (discipline) dan keadilan (justice).  

Filusuf lainnya ada yang menganggap keadilan bukan sebagai salah satu 

kebakan, karena ada kebijakan khusus lainnya seperti misalnya kejujuran, 

kesetiaan dan kedermawanan. Kebajikan tersebut mencakup seluruhnya (all-
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embracing virtue), dalam pengertian ini keadilan lalu mendekati pengertian 

kebenaran dan kebaikan (righteousness).
24

 

Berhubungan erat dengan pengertian tersebut di atas konsepsi tentang keadilan 

sebagai unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide yang terdapat dalam hukum. 

Dalam pengertian ini keadilan sering diartikan terlampau luas sehingga tampak 

berbaur dengan seluruh isi dari moralitas.  

Bidang ilmu hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir 

(end) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan 

dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga 

negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Tujuan 

mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (result) atau 

keputusan (decision) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas 

dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan 

prosedural (“Procedural justice”) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan 

dewi keadilan, pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin 

pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang. Sejalan dengan ini 

pengertian keadilan sebagai suatu asas (principle). Asas adalah suatu dalil umum 

yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus 

mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk 

menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.  

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : 

adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak memihak 
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(impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), benar 

secara moral (righteous). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian 

konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang 

lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh 

Hakim, maka Hakim selalu berlindung kepada Upaya Hukum yaitu Banding, 

Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya apabila Hakim Tingkat Pertama 

mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-

norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding 

untuk diuji kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang 

diambil oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma 

hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya 

sampai pengujian di Peninjauan Kembali, oleh karena itu diperlukan norma 

hukum sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu 

kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.  

Pengawasan terhadap pengambilan kebijaksanaan oleh para Hakim dalam 

memutus perkara belumlah begitu efektif untuk diterapkan. Hal ini terbukti 

belum adanya para Hakim yang diproses secara pidana karena melanggar 

standard norma yang harus dipatuhi oleh para Hakim dalam hal pengambilan 

suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara. Dengan demikian 

penegakan hukum terhadap tindakan Hakim dalam pengambilan suatu 

kebijaksanaan hukum mutlak diperlukan, baik penegakaan hukum administrasi 

maupun penegakan hukum pidana terhadap para Hakim yang melanggar standard 

norma hukum yang telah ditetapkan.  
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Kebijakan yang dibuat dalam bentuk pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa : 

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

Undang-Undang ini”.   

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi 

hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut.  Hal ini didaasarkan pada 

Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan : 

 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. 

Hakim dalam memutus suatu  perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah 

Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti adalah: 

1. keterangan saksi 

Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun saksi 

dari terdakwa yang menegetahui secara langsung kronologi peristiwa. 

2. keterangan ahli 

Keterangan ahli digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana 

apakah sudah layak dan memenuhi unsur unsur dari perbuatan pidana tersebut 

yang nantinya akan diputus. 
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3. Surat 

Surat surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang 

berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus 

suatu perkara. 

4. petunjuk  

Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain 

dipersidangan maupun yang telah Hakim gali ditengah masyarakat. 

5. keterangan terdakwa 

Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai 

oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar 

pertimbangan hakim. 

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat 

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP.  Dengan demikian surat dakwaan dari 

penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan 

berdasarkan pada dakwaan itulah pemerikasaan sidang pengadilan itu dilakukan. 

Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana 

di luar batas-batas dakwaan.
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